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BINJAI - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai yang bergabung dengan
masyarakat menggeruduk Polres Binjai, Jum'at (5/7/2024) sekira pukul 15:30 Wib.

Diduga salah tangkap, Polres Binjai digeruduk mahasiswa dan masyarakat, Jum'at (5/7/2024).



Kedatangan mereka untuk meminta pertanggung jawaban dari Polres Binjai yang
diduga salah tangkap.

Salah satu keluarga korban, Arvi Hasibuan saat menyampaikan aspirasinya
mengatakan lahan milik Edward Sipayung yang disewa dari Drs Siang Ginting
Manik dipanen oleh orang dari PT. Serdang Hulu.

Melihat itu, Edy Sentosa Ginting, Lisen Apulinta Sembiring, Andian Syahputra
dan Sopiandi Sembiring selaku pengawas kebun sawit menegur pemanen dari
PT. Serdang Hulu.



Namun, bukan tegurannya yang didengar, malah keempat orang tersebut
ditangkap oleh oknum polisi Polres Binjai yang bernama Irwan Surbakti.

"Ehhh,,,, itu lahan kami, itu sawit kami, kenapa kami yang ditangkap," ungkap
Arvi.

Massa aksi sempat cekcok dengan petugas kepolisian saat penyampaian
aksinya tidak didengarkan dan tidak ada petinggi Polres Binjai yang menjumpai
mereka.

"Kawan - kawan, kalau aspirasi kita tidak didengar, kita mundur kebelakang biar
aksi kita didengar," Seru Arvi.

Terlihat, salah satu keluarga korban yang menyampaikan aksinya didorong oleh
petugas dari Polres Binjai saat mereka melakukan aksi didepan pintu masuk
Poles Binjai.

Ketegangan berhenti saat Kasat Reskrim AKP Zuhata menjumpai massa aksi
dan meminta perwakilan dari massa aksi untuk berdiskusi di ruang kerjanya.

Ditempat yang sama, Kuasa hukum Tommy Sinulingga SH, MH, CTL mendapat
informasi bahwa kliennya baru saja mendapat surat penahanan dari Polres Binjai.

"Kami melihat apa yang dilakukan penyidik itu sudah bertentangan dengan
hukum," tegas Tommy.

Tommy yang menyandang gelar sebagai doktor merasa bingung dengan
kelakuan penegak hukum di Polres Binjai, dikarenakan kliennya ditangkap lalu
ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui tahapan - tahapan sesuai prosedur.

"Klien kami mengontrak lahan, ada alas SKT nya, saya juga cek dilokasi, itu
merupakan diluar HGU dari PT. Serdang Hulu. Sudah sepatutnya dia wajib
menghormati dalam hal ini undang - undang no 39 Tahun 2014 tentang
perkebunan.

Dalam pasal 107 junto 55 dilarang PT perkebunan menanam kelapa sawit diluar
area HGU, pada faktanya izin HGUnya hanya 1.032 ha tapi yang dikuasai lebih
dari 2000 ha," terangnya.

Menanggapi itu, Kasat Reskrim AKP Zuhata menyampaikan apabila ada
kesalahan prosedural yang dilakukan anggotanya, maka kuasa hukum diarahkan
untuk menempuh jalur prapid.

"Jika nanti ada hal - hal yang dirasa tidak benar, silahkan menempuh hak - hak
yang bisa kuasa hukum laksanakan," jelas Zuhata sambil mengajak perwakilan
dari massa aksi untuk berdiskusi di ruang kerjanya.


